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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/65.1/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan
menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang
kondusif di Kabupaten Lamongan, perlu melakukan
pemantauan  situasi  politik  secara tertib,
terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik di Daerah, dipandang perlu
menetapkan Tim Pemantauan Perkembangan Politik
Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,



2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor 4480),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan
Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
789);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Tim Pemantauan Partai Politik Kabupaten Lamongan
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan
dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten
Lamongan, antara lain:

a.
.
B

pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, dan Wakil Bupati;

. situasi politik lainnya, antara lain :

1) ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan
Pemerintah Daerah;

2) disharmonisasi antara Bupati dengan DPRD;

3) unjuk rasa.

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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KETIGA : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1.
2.
3.
4.

Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah  Kabupaten
Lamongan;

. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;

Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan;

. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR  :188/65.1/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN

KEDUDUKAN DALAM TIM KETERANGAN
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Pengarah 1. Bupati Lamongan
2. Wakil Bupati

Pembina Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Koordinator Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;

Ketua Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lamongan

Wakil Ketua Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;

Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar
Sekretaris Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan

Anggota 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lamongan;

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan;

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan

4. Kepala Bidang Kajian Strategis dan
Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Lamongan;

5. Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan
Wawasan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan,;

6. Camat Se Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya . ttd.
KEPALA BAGIAN HUKUM, ADELI

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




